
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/<)-o1 / B.V /HK/2012 

TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
 

BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG
 
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 

iiPEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN
 
BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PAOA DINAS KEHUTANAN
 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Membaca 1.	 Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0704/029­
06.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011, Oaftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Nomor 0676/029­
03.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011, Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Nomor 0475/029­
05.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011, dan Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan Daftar 
Isian Pelaksariaan Anggaran Nomor 0474/029­
04.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011 dari 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

2.	 Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : 
800/67/IIL 16/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal 
Usulan Nama Pengelola Program dan Kegiatan Sumber 
Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dinas 
Kehutanan Provinsi Lampung. 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib adrninistrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 yang dikelola 
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dipandang perlu 
menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat 
Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran APBN / Dekonsentrasi yang 
bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan 
efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Ookumen 
Isian Pelaksanaan Anggaran (OIPA), Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b.	 bahwa Pejabar/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan rnemenuhi syarat 
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untuk ditunjukj diangkat sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pernbuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN}jDekonsentrasi 
Tahun Anggaran 2012; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b 
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib 
dipandang perlu menunjukj mengangkat Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrasi 
pacta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan 
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenjKota; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah 
Provinsi Lampung; 

Mernperhatikan	 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen 
Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 
2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas 
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARA.N ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
(PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
(APBN}/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012. 

KESATU	 Menunjuk Pejabat /Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 



KEDUA 

KETIGA 

pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, 
kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan 
sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan 
mi. 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a.	 bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan 
atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai 
dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan; 

b.	 bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c.	 menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu; 

d.	 menyampaikan laporan bulanan selambat-Iarnbatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan 
yang lalu; 

e.	 menyampaikan laporan triwulan selambat-Iambatnya 1 
(satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang 
bersangkutan; 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan 
yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 
3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Kas; 

g.	 wajib mengadakan pembukuany pencatatan secara tertib 
dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui : 
1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui 

batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur 
atau jenis pengeluaran; 

2.	 jumlah uang / dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaan/ perkcmbangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan; 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan 

pelaksanaan. 
h.	 bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan 
kontrak/ spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban 
kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran 
fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 
kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya 
Tahun Anggaran; 

J.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang 
merupakan aset Pemerintah Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
seperti Sural Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 



KEEMPAT	 Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran 
dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran. 

KELIMA	 Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan 
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja 
Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara pada Satuan Kerja serta: 

a.	 wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 
26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 
Februari. 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalarn 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 
tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta 
mernperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 
28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun 2005; 

b.	 bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas; 
c.	 menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan 

Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 
(sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang barn 
lalu; 

d.	 menye1enggarakan pencatatan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang 
berwenang menandatangani SPM tidak melampaui 
batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur 
atau jenis pengeluaran; 

2.	 jumlah uang/dana yang rnasih tersedia; 
3.	 keadaarr/perkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan; 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan 

pelaksanaan kegiatan. 

KEENAM	 Kepaia Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan 
tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, 
mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam 
struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang 
dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan 
khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program 
kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari 
kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya. 



Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan danKETUJUH 
salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) 
dan penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrasi pada 
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, 
yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro 
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung. 

KEDELAPAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara 
Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai 
dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini maka 
yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana yang 
ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KESEMBILAN	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 
sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
Keputusan mi akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal \ - 'j - 2012 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Ternbusan : 
1. Ketua BPK RI di Jakarta: 
2. Menter; Dalarn Ne-ge ri RI di Jakarta; 
3. Mcntcri Kcuangan RI di Jakarta; 
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung eli Bandar Lampung: 
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbcndaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung: 
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Larnpung di Telukbetung: 
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
1(1. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampung; 
1 ". Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung eli Bandar Lampung: 
1_. Direktur Utama PT Bank Lampung d r Baridar Lampung. 
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LAMPlRAN	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
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TANGGAL: , ~~ _ 2012 
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Provinsi Lampuna 

Dinas 
Kehutanan 
Provinsi 
Lampung 

Dinas 
--

Kehutanan 
Provinsi 
Lampung 

Dinas 

Dedi Sukendar Haris 
'ernbina Tk. J (IV/b) 
9611210 198303 I 007 
-taris Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung 

Dedi Sukerrdar Haris Bidari Sinta , S.Hut. 
'embina Tk. I (IV/b) 
061 1210 198303 1 007 
-iaris ninas Kr-hntanan 
Provinsi Lampung 

Dedi Sukendar Haris 
'embina Tk. I (IV/b) 
961 1210 198303 I 007 
-taris Dinas Kehuranan 
Provinsi Lampung 

Penata Muda Tk.1 (Ill/b) 
NIP. 197801252002122005 

Pelaksana SBU dan 
Kepegawaian Din as Kehu tanan 

Provinsi Lampuna 
Bidari Sinta, S.Hut. 

Penata Muda Tk.l (Ill/b) 
NIP. 197801252002122005 

Pelaksana sau dan 
Kepegawaian Din as Kehutanan 

Provinsi Lampung 

Kehutanan 
Provinsi 
Lampung 

Dim'Kehutanan 
Pr ovinsi 
Lampung 

Din~.. ~ .. . ~. 
~ -­

i-enata MUl1a r k.! (Ili/IJ)
 
NIP. 197801252002122005
 

Perbndungan dan Penvuluhan 
h.Llluld.ud..il UllH..t.::> r~Lhl.tid..il,_ul 

Provinsi LamplIng 

i i Pembina IIVI c) 
I I NIP, 19541/07 198203 1011 
I I Kepala Dinas Kehutanan 

I p gProvinsi Larnoun 

I 
029.03.06 , 

2288 Ir. Warsito 
Pembina (IV I c) 

NIP. 19541107 198203 1011 
Kepala Dinas Kehu tanan 

Provinsi Lampun 

0475/029­ 129029 I 1.500.000.000 Ir. Warsito 
05,3.01/07/20 Pembina (IV / c) 
12 tanggal 9­ NIP. 19541107 198203 1011 
12-2011 

~---:::-;:;-;:--l I 

Kepala Dmas Kehutanan 
Provinsi Lampun 

029.05.08 I' Konservasi ' 1.500.000.000 
Keanekaragaman Hayati 
dan Perllndungan Hutan 

-

II 

i I 

ketturar LWI 

Provinsi 

2 ,) 029,03.06 rPeningkatan Usaha Hutan 
2286 I Tanaman 

I 
U2Y.UJ.UlJ 

,I 2287 dan Peningkatan Usaha 

209,580.000 
lr. Warsilo 

Pembina (IV/cl 
NIP.195411071982031011 

Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung 

153.3300000 
Ir. Warsito 

Pelaksana SBU dan Lampung 
Kepegawaian Dinas Kehutanan
 

Provinsi Lampun
 
Bidari Sinta, S.Hut.
 Dinas 

Periata Muda Tk.1 (Ill/b) Kehutanan 
NIP. 197801252002122005 Provinsi 

Pelaksana sau dan Lampung 
Kepegawaian Dinas Kehutanan 

Provinsi Lamnun 

Dinas 
Kehutanan 
Pro Vl11S i 
Lamnunz 

11' Dedi Sukendar Haris Tri Lasin i Dinas 
Pembma Tk. I (IV/b) Periata Muda (III/a) Kehutanan 

NIP. 191)11210 198303 1 007 NIP. 19621224 199003 2 00 I Provinsi 
Sc-ki et.uis Dinas Kehutanan Pelaksana pada Bidang Lampung 

Kepala Seksi Pengelolaan Hasil 
Hutan Pada Dinas Kehutanan 

I Provinsi Lampung 
, Grisman Medy Putra, SP 

Penata Tk. [ (111 / d) 
N1P.19740507 199903 I 006 

Kepala Seksi Pengelolaan Hasil 
Hutan Pada Dirias Kehuranan 

Provinsi Larnnun 

[I 

NIP. 
S('kJ 

Provinsi Lampung 



NO. 

3.2 

3.3 

f- IV. 

SURAT 1 KODE 
SATKER/ 

DAPTAR ISIAN MATA 
PELAKSANAAN 

PENGESAHAN	 \ 

ANGGARAN 
ANGGARAN 

I 3 
- I 029.05.08 

2300 

029.05.08 
2303 

029.05.08 
2304 

Pr ovinsi Lampung
I I1----­i -----\.--- ­129030
 

04.3.01/07/20
 
12
 
Tanggal 9-12· 

0474/029· 

I. 2011 

I 

i'E.IABI\T\t\Nli-·--1 ~----":N------.--.--- ­
BERWENANG RENfJAHARA PENC<ELUARAN KET. 

I·.NANDATANGANI SPM 

98 10 
. Dedi Sukendar Haris Tri Lasini Dinas 
l'embina Tk. I (IV/b) Periatn Muda (Ill/a) Kehuta nan 
\ 961 1210 198303 I 007 INIP. 19621224 1990032001 Provmsi 

Pelaksana pada Bidangc-taris D111as Kehu tanan Lampung 
Provinst Lampung Perlindungan dan Pe-nvulunan 

Kehutanan Dmas Kehuranan 
Provmsi Lampung 

Tn Lasini Dinas 
[' r-mbina Tk. 1 (IV/b) 

Dedi Su kend ar Hatis 
Penata Muda (Ill/a) Kehutanan 

196112 10 198303 I 007 NIP. 19621224 1990032001 Provinsi 
e-t aris Dinas Kehutanan Pelaksaria pada Bidang Lampung 
Provinsi Lampung Perlindungan dan Pe nvuluhan
 

Kehuranan Dinas Kehutanan
 
Provinsi Lampu ng
 

Tri LasiniDedi Sukr-ndar Hans Dinas 
l v-mbina Tk. I (IV/b) Penara Muda (Ill / a) Kehu tanan 
1lJ6112 10 198303 1 007 NIP. 19621224 199003 2 001 Provinsi 
·('taris Dinas Kehutanan Pelaksana pada Bidang Lampung 

Perlmduugan dan Penvuluhan \Provmsi Lampung 
Kehutanan Dirias Kehutanan 

Provinsi Lampung 
Dinas 

. Kehutanan 
Provinsi 
I Qn-JMll n .... 

I	 I I.-----.J -h,.n~,· 
I'	 II Panut Widiianto. MM. III 029.04.07	 Peningkatan Fungsi dan 1.467.000.000 I 

Daya Dukung DAS 11'. Warsito Pembina (IV/ a) Pembma Tk. I (1\1 /bl J-'enala Muda Ih. I ,ill/ U, I I~eliUtdildil 
, Nil'. PJscJOCJ:27 1tj~703 1 UUS , NI I' 1qi'>1 I 210 198303 I 007 NIP. 19650211 198603 1 006 Provinsi i 

Pelaksana pada Su b Bagian I Lampung:1
Keuangan Dinas Kehutanan 

Provinsi Lamnuna 

DANA (Rp) PROGRAM KEGIATAN KUASA P~~NGGUNA PE.JA13AT PEMSUi\T 
ANGGARAN KOMITMEN 

5 6 7 
590.000.000 Bavuna Askari, SP 

Ir. Warsito Pe nat a Muda Tk. I (Ill/bl 
Pembina (IV/e) NIP. 19750421 199603 I 002 

NIP. 19541107 198203 I 011 Pelaksana pada Brd ang 
Kepala Dmas Kr-hutanan Perlindungan dan penvuluhan 

Provinsi Lampung Kchutanan Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung 

260.000.000 Bayuna Askari , SPPengendalian Kebakaran 
Hutan 11. Warsito Periar a Muda Tk. I (lll/b) 

Pembina (IV/ c) NIP. 19750421 199603 I 002 
NIP. 19541107198203 1011 Pelaksaria pada Bidang 

Kepala Dinas Kehutanan F'erlindungan dan penvuluhan 
Provrrisi Lampung Kehu t anan Dinas Kehutanan 

Provinsi Lampung 

Bayuna Askari , SPPenyidikan dan I 650.000.000 
Pengamanan Hutan II'. Warsito Periata Muda Tk. I (Ill/b) 

Pembina (IV/ ['I NIP. 19750421 199603 1 002 
NIP. 19541107 198203 I 011 Pclaksana pada Bidang 

Kepala DIllS5 Kehutanan Pcrlmdurigan dan pr-nvuluhan 
Provmsi Lampung Kehutanan Dinas Kehutanan 

1.467.000.000 II'. Warsito
 
Pembina (IV/[')
 

NIP. 19541107 198203 I Oil
 
Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Lampung -------	 l 
Berbasis Pemberdayaan Pe nrbu ia (IV/c) 
Masyarakat NIP. 19541107 1982031 011
 

Kepala Dinas Kehutanan
 
Provinsi Larnpung
 

459.700.000 
2291 

Pengembangan Perhutanan029.04.074.1 
11. Warsito
 

Pembina (IV/c)
 
NIP. 19541107 198203 1011
 

Kopala Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung 

Sosial 

\ 

~
 694.700.000
Penyelenggaraan029.04.07 
Rehabilitasi Hutan dan 11. Warsit o 
Lahan dan Reklamasi 

2292 
Pembina (IV/c)
 

NIP. 19541107 198203 1011
 
Kepala Dinas Kehutanan
 

Provinsi Lampung
 

I IHu'on d; DAS Prio",,," 

I 
II 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan
 
Reklamasi Hutan Dinas
 

Kehutanan Provinsi Lampung
 
lr. Panut Widijanto , MM.
 

Pembina (IVfa)
 
NIP. 19590927 198703 1 005
 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan
 
Reklarnasi Hutan Dinas
 

Keh u tanan Provinsi Lampung
 

Ir , Panut Widijant o. MM.
 
Pembina (IV / a]
 

NIP. 19590927 198703 1 005
 
Kt'pala Bidang Rehabilitasi dan
 

Reklamasi Hutan Dinas
 
Kehutanan Provinsi Lampung
 

M 

Ir 

NIP 
:-'ek 

I, 

NIP 
Sek 

h 

Nil' 
Sl'k 

S( l.rctaris Dinas Kehutanan
 
Provin si Lampung
 

II'. I )edi Su keridar Haris
 
Pe-rubina Tk. I (IV/b)
 

NI I' Flf)1 12101983031007
 
S, kn·taris Dinas Kehutanan
 

Provinsi Lampung
 

I, l ir-rii Sukendar Haris
 
Pembina Tk. I (IV/b)
 

NI1'.1%11210 198303 1007
 
S, kret.aris Din as Kehutanan
 

Alva Edison Dinas 
Penata Muda Tk. I (III/b) Kehutana ~ 

NIP. 19650211 198603 I 006 Provinsi 
Pelaksana pada Sub Bagian Larnpung j
Keuangan Dinas Kehutanan
 

Provin si Lampung
 

Alva Edison Di nas 
Penata Muda Tk. I (Ill/b) Kehutanan 

NIP. 196502111986031006 Provinsi 
Pelaksarra pada Sub Bagian Lampung 

Provinsi Lampung Keuangan Dinas Kehutanan ________J Provinsi Lampung 



--

----

--~ ---~-----~---

! 'r-.J ABA'!' \ ANti ,--- -. -----·-·---T--·-- ­
!c\F;RWJ;;NANG BENUAHARA r'ENUJ;;LUARAN KET 

MI·,NANDAT.ANGANI SPM 

8 9 10 

- ­ .-- ­ ---_.--" .. - --_._­ ---. ­ -----. --'-- ­ _.-- ­ ---- ­ ~----.----------- ­

SURAT KODE 
PENGESAHAN SATKER/ PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp) KUASA P/,;J\iUGUNA PEJABAT PEMRUAT 

NO. 

---_.~.~ 

DAF'TAR ISIAN MATA ANGGARAN KOMITMEN 
PELAKSANAAN ANGClARAN 

ANGClARAN 
I 2 3 4 5 6 7 

4.3 029.04.07 Pembinaan 178.700.000 Ir. Panut Widijanto, MM. 
2293 Penvelenggaraan Ir. Warsito Pembina (IV / a) 

Pengclolaan DAS Pemhina (IV/ ('I NI P. 19590927 198703 1 005 
NIP. 19541107 198203 101 I Kepala Biclang Rehabliitasl dan 

Kepala Dmas I,ehutanan Reklamasi l l ut.rn Dinas 
Provinsi Lampung Kehutanan Provinsi Larnpung 

-

4.4 029.04.07 Pengembangan Perbenihan 133.900.000 Ir. Panut Widijanto, MM. 
2294 Tanarnan Hutan Ir. Warsito Pembina (IV/a) 

Pembina (IV/c) NIP. 19590927 198703 I 005 
NIP. 19541107 198203 1011 Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Kepala Dinas Kehut anan Reklamasi Hutan Dinas 
Provinsi Lampung Kehutanan Provinsi Lampung 

II' Dedi Sukendar Haris 
r-mbina Tk. I (IV/b)
 

NIF' I'l6 I 1210 198303 I 007
 
:,;"),, ('1 ar is Dinas Kehutanan
 

I'rovinsi Lampung 

II I redi Sukendar Baris
 
'prnbina Tk. I (IV /b)
 

NIP 1<)61 1210 198303 I 007
 
Sekl "Iaris Dinas Kehuranan
 

l'rovinsi Lampung
 

-

Alva Edison
 
Penat a Muda Tk. I (III/bi
 

NIP. I%502 11 198603 I 006
 
Pelaksana pada Sub Bagian
 
Kcuangan Dmas Kehutanan 

Provinsi Lampurig 
Alva Edison
 

Penata Muda Tk. I (lII/bl
 
NIP. 1965021 I 198603 I 006
 
Pelaksana pada Sub Bagian
 
Keuangan Dinas Kehutanan
 

Provirisi Lampung
 

Dinas 
Kehutanan 
Provinsi 
Lampung 

Dinas 
Kehutanan 
Provinsi 
Lampung 

GlJBERNVR LAMPlING
 

ttd
 

SJA(lIROEf)IN Z.P.
 


